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Suarajarmas.com - Menjelang Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur  melantik Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur. 
Hadir dalam acara pelantikan Bupati Sumbu Timur yang diwalikili Asisten-3 Lupelindima, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Pengandilan Negeri Kabupaten Sumba Timur, Polres Sumba Timur, Dandim 1601 Kabupaten Sumba Timur dan tamu undangan lainnya. Pelantikan diselenggarakan di aula Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu, Jumat (24/5/24). 
Dari 66 orang anggota Panwaslu Kecamatan telah melewati proses evaluasi exiting dan rekrutmen baru bagi anggota Panwaslu yang tidak lulus evaluasi.  Tahapan Pemilihan serentak sudah beririsan dimulai pada bulan Mei tahun 2024 terkait verifikasi calon perseorangan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Umbu Hina Mehang Patulu SE, dalam sambutannya menyampaikan suksesnya Pemilihan Serentak Kepala Daerah tanggal 27 November 2024 mendatang akan diuji sinergitas kerja pengawasan anggota Panwaslu yang tersebar di 22 kecamatan Kabupaten Sumba Timur. 
"Kami mengharapkan kerja-kerja  pengawasan selalu berpedoman pada integritas, profesionalitas dan indepensi agar tidak terjebak pada kepentingan apapun dalam mengemban tugas negara sebagai penyelenggara pemilu, kita harus menunjukan prestasi kerja dalam pengawasan dengan tidak menghilangkan, melebihkan atau mengurangkan suara kontestan pada pemilihan serentak Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur" ungkap Mehang Patalu. 
Hal senada juga disampaikan oleh Asisten-3 Bupati Sumba Timur,  Lupelindima,   integritas menjadi hal yang terutama dalam melakukan kerja pengawasan serta membutuhkan banyak sinergitas dengan lembaga lainya untuk dapat berpartisipasi menyalurkan edukasi politik yang berpedoman pada regulasi sebagai dasar hukum penyelenggara.  
“Tensi politik pada Pemilihan serentak Kepala Daerah tahun 2024 ini semakin memanas dengan menghadapi pilihan dan pemahan masyarakat yang multi dimensi menjadi tanggung jawab yang berat bagi penyelenggara pemilu” tutur Lupelindima. *** (Dennis-24).-




Lambannya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dana MTN 50 miliar yang ditangani Kejati NTT dan perkara Tindak Pidana Korupsi BUMD Sumba Barat Daya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat dikawal ketat oleh Pers,Penggiat Anti Korupsi dan KOMPAK INDONESIA(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia).Salah satu bukti keseriusan adalah KOMPAK INDONESIA kembali mendatangi JAMWAS KEJAKGUNG RI(Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI) untuk menindaklanjuti Laporan Resmi KOMPAK INDONESIA agar proses hukum perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati NTT dan Kejari Sumba Barat tidak diesbatukan. Selain ke Jamwas Kejakgung RI pihak KOMPAK INDOBESIA juga mendatangi JAMPIDSUS KEJAKGUNG RI dan KPK RI meminta resmi untuk segera melakukan supervisi terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani ASPIDSUS KEJATI NTT dan KEJARI SUMBA BARAT.  Harapan publik jika minggu depan belum ada aksi nyata dari pihak Kejati NTT dan pihak Kejari Sumba Barat maka kami dari KOMPAK INDONESIA,pertama,mendesak Jaksa Agung RI untuk ambil alih penanganan perkara tindak pidana korupsi sekaligus copot Aspidsus Kejati NTT dan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat.Kedua,mendesak Ketua KPK RI perintahkan Korsub NTT untuk melakukan supervisi dan merekomendasikan jika ada kongkalikong dalam penanganan perkara Tipikornya agar segera diambilalih oleh KPK RI.Ketiga,mengajak solidaritas rakyat,Pers dan Penggiat Anti Korupsi untuk melakukan pengawalan ketat proses hukum Tipikor hingga ditangkapnya Pelaku dan Auktor Intelektualis terkait kasus korupsi MTN Bank 50 miliar dan BUMD SBD Lawadi. Gabriel Goa,Ketua KOMPAK INDONESIA


Sejak ditunjuk menjadi PLT Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing segera mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan pemenuhan modal inti 3T sesuai Peraturan OJK. Hal ini juga sebagai tindaklannut atas keputusan RUPS LB Bank tanggal 8 Mei 2024, tentang persetujuan kerjasama KUB antara Bank NTT dan Bank DKI.

Langkah-langkah strategis tersebut diantaranya pembentukan Tim Gugus Tugas KUB dan melakukan rapat konsinyering antara pembahasan persiapan rencana KUB dan kolaborasi business matching antara Bank NTT dan Bank DKI. 

Rapat konsinyering dilaksanakan 20-21 Mei 2024 di Jakarta dimana membahas beberapa agenda penting, antara lain rekonsiliasi kebutuhan data dan penyamaan timeline proses KUB, rekonfirmasi concert-concert dalam proses KUB termasuk concert perkembangan Tingkat Kesehatan Bank, Good Corporate Governance (GCG), pembahasan kinerja keuangan, dan hubungan kelembagaan.

Management Bank DKI sangat mendukung kerjasama KUB dengan Bank NTT. Selain itu Bank DKI juga akan bekerja dengan Bank NTT dalam bidang lainnya, seperti ekosistem pengembangan bisnis baik penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, aktifitas bisnis treasury, teknologi informasi dan digitalisasi serta potensi-potensi bisnis yang dapat dikerjasamakan antara kedua bank.

Rencana KUB Bank NTT dan Bank DKI tidak terbatas pada pemenuhan Modal Inti Minimum Rp. 3 triliun, namun lebih dari itu untuk kolaborasi, sinergitas bisnis Bank NTT dan Bank DKI  yang berdampak pada peningkatan kinerja dan perkembangan ekonomi di daerah. Dengan konsolidasi melalui skema KUB dan business matching diharapkan dapat memenuhi ketentuan modal inti serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas Bank NTT mencakup peningkatan tata Kelola, SDM, IT, digitalisasi dan pengembangan bisnis Bank NTT. 

PLT Dirut Bank NTT juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta pihak manajemen Bank DKI yang telah memberikan kesempatan kepada Bank NTT untuk bersama-sama mempersiapkan rencana KUB Bank NTT dan Bank DKI.



